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TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI CALON TERPILIH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2OII-2016 OALAT PEIILIHAN

UMUilWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2OIO

KOiIISI PEIIIILIHAN UMUM KOTA DEPOK

menimbang

Mengingat

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedornan Tata Cara Pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daorah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, pengesahan,
Pengangkatan, dan Pelantikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah monetapkan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil K€pala
Daerah;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a,
p€rlu m€nstapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota M€n adi
CalonTerpilih Walikota dan Wakil Watikota Depok periode 2011-2016
Dalam Pemilihan Umum Watikota dan W*il Watikota Depok Tahun
2010, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Depok dan Kcfamadya Daerah Tingkat ll
Cilegon (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2m4 tenta€ p€mbentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesie Tahun
2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437j
sebagaimana telah diubah dengan UndarE-Undang Nomor g Tahun
2005 tentsng Penetapan Peraturan pemerintah pingganti UndengF
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas .ndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah meniadiUndang_
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 105,
LaTb.af.tan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4548); dan
diubah k6mbali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 20Oi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Neg-ara
Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor rl438);

5. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesii
Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4721);

6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2OOB tentang partai
Politik (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tafrun 2008 Nohor 2,
Tambahan Lembaran Negare Republik lndon€sia Nomor 4gO1);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 92, Tambahan Lembaran Neg@ra RePublik lndonesia Nomor
4865);

8. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provnsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 20ffi dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

'10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O4 Tahun 2m9 tentang Tala
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

'1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2O1O yang
merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
S Tahun 2ff)g tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum KabupatervKota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungulan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang
merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
67 Tahun 2(n9 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

'13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 yang
merupakan perubahan ates Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
721ahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala D@rah dan Wakil
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 yang
merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kapala
Daerah Ol6h Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
lGbupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 23lKpts/R/KPU-
Kota-011.32918120'10, tanggal 23 Oktober 2010 tentarE Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota DepokTahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 25
Oktober 2010.

MEiIUTUSKAN

Nama Pasangan Calofl Walikota dan Wakil Walikota Meniadi CalonTorpilih
Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah Dr. lr. H. Nur
llahmudi lsma'il, lr.Sc dan Or. XH. ir. ld.is Abdul Shomad, ItA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila diksmudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan p€rbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditaapkan di : Depok
Pada tanggal : 25 Ohober 2010
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